BAB V
PENUTUP
1.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut :

1. Pendekatan yang selalu dilakukan para caleg adalah pendekatan kepada tokoh
masyarakat, tokoh agama, pemimpin organisasi kemasyarakatan yang memiliki
massa besar. Akan tetapi pendekatan terlebut lagi-lagi harus disertai dengan
pemberian sejumlah uang atau barang.untuk menggerakan tokoh-tokohnya.
Meski telah melakukan negosiasi ataupun sang caleg adalah beradal dari
komunitas tersebut. Tetap saja ia harus melakukan penyerahan uang yang akan
membuat istitusi itu melakukan konsolidasinya. Ketidakberdayaan sang kandidat
memberikan sejumlah uang, membuatnya tersingkir, sebab caleg lain yang
diluar komunitas bias melakukan transaksi. Kecuali memang ketokohannya
sangat kuat dalam komunitas tersebut.

2. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh para pembuat kebijakan, yaitu; Pertama
Perlunya evaluasi atas sistem Pemilu Legislatif yang berlaku saat ini. Kedua,
perlunya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan parpol
memberikan pendidikan politik secara langsung kepada masyarakat. Ketiga,
peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat, agar mereka tidak
hanya diposisikan sebagai objek dalam pertarungan politik antar peserta

Pemilu.



1.2 Saran

1. Kita sebagai generasi penerus bangsa sepatutnya, sewajarnya, dan seharusnya
menjauhi tindakan-tindakan money politics yang cacat hukum, sehingga
kedepan negara Indonesia akan menjadi negara yang adil dan makmur karena
kita harus menjadi warga negara yang cerdas dan baik.

2. Perlunya penegakan hukum di Indonesia yang lebih tegas karena itulah yang
akan membuat demokrasi berjalan sesuai kaidahnya dan perlunya penyuluhan
pendidikan politik kepada masyarakat terutama pada masyarakat kelas bawah

yang buta akan masalah politik untuk memilih berdasarkan hati nurani.
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